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1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentu a

Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara R ubli

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tamba an Lemba

Republik Indonesia Nomo 4340)·

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI SUMBAWABARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara menyatakan bahwa Besaran Dana Desa

setiap KabupatenjKota, BupatijWalikota menetapkan besaran

Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Menimbang

TENTANG
TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESA SETIAPDESA

KABUPATENSUMBAWABARATTAHUNANGGARAN2021

PERATURANBUPATISUMBAWABARAT

NOMOR TAHUN2021

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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lik I on ia ah n 2019 Nomor ] 83 Tarnbaha

Lembar n N gar R publik Indon ia Nomor 6"98)
3. Undang-Undang N mor Tahun 2014 entang e a [Lernba an

Negara R p bJik Indon sia T hun 2014 omor 7 Tambahan

Lembaran N g ra R publik In onesia Nemer 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2014
Nemer 244 Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Jndang

Nemer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Perat r

Pelaksanaan Undang-Undang Nemer 6 Tahun 20 4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 4 ornor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 omor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Rep blik Tndonesia

Tahun 2015 Nornor 157, Tambahan Lembaran egara Repubhk

Indonesia Nomor 5717)'

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersurnber dari ggaran Pendapatan dan Belanja egara

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ornor 68.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ornor 5558 .

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pe aturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ed a ata

Peraturan Pe erintah 0 or 60 Tahu 2014 te t g D a esa

yang bersumber dari Angggaran Pendapatan Belanja egara

(Lembaran egara Republik Indonesia ahu 2016 0 0 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik I do esia 0 0 5864);

Rep Ii Nom r 2
Un~ ng- U N m r rubahan

s N ]2 T hun ~ 1 n g

r ur n d g-un angr n [Lemba:

ian 1 m n k2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I

Peraturan Perundang-un ng n (Lem
Indonesia Tah 2011 N T m
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Republik Indonesia ornor 6322J;

8. Peraturan Pre iden ornor 78 Tahun 20~9 te tang cian

Anggaran Pendapatan dan Belanja egara ahun Anggaran
2020;

9. Peraturan Menteri Dalam egen omor 80 Tab ..20:'5 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam egeri [omor 20 Tabun 20:8

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam ~egeriJ. OIDO

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2018 J. ornor 157)-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri ornor 20 Tahun 20 8 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana DesaTahun 2021;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor222/P IK07/2020 Tentang
PengelolaanDana Desa Tahun 2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ornor 13 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

7. P ra uran emerintah 42 ~ah 2 9 te tangornor n
engelolaan Keuangan Daerah [Lern aran . .egara

fnd ne ia Tahun 2019 ornor 42, Tambahan LeIL.~aran _-egara
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KETENTUAN UMUM

PasaJ 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerin tah an, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, danjatau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer mela1ui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pernbangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pernberdayaan rnasyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Rekening Kas Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKUDadalah

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BA I

M IMUTU 'KA :

ERN URAN UPATI T r ANG 1ATA A A PF~MfJA(,IA DAN

ENETAPAN RINCJAN DANA ESA S TfAP J. SA DJ KA[ IJPA1 FJN

SUMBAWABARATTAHUNANGGAAN2021
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Pasal 5

I" ~u AJ{·k j Kin 'a ., agiarnana dimak ud pada pasal2 huruf c dihitung sebesar

% ( j , p... n dan an garan ana Desa dibagi kepada desa dengan kineIja

tcr aik

'J(,b(,"~~ 1 %J ( atu p r en

k(, ada J , A::I r ertingg ]

d k mi. v.jn tinfJgi.

Pa aJ4

J)3r~ Alo ", iAfirma: j e agaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung

) dan anggaran ana Desa dibagi secara proporsional

an e a Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah

Pa .al '3
hJeu AII)}:),i ~J ~Jr y;tj~JPtj(;" :I{',bBe,tlmana imaksud dalam PasaI 2 huruf a,

dihjt.urw cb ~A-Jr • %, ( rc/nam i uluh Lima f ersen ) dan anggaran Dana Desa dibagi

',(~(,,8~ m ~r~1/j. kcpade '.,(:-ti9,p ~ a berdasarkan klaster jumlah penduduk.

I" 'd( bl',; ~fjrr{J:-)I~j;

(, tIlt .hJ j Vi 1(, jf); d~n

<f. ~:JII k:y,; t()rm I;) ;:. ng Jihitung engan rnernperhatikan jumlah penduduk,

:JJJPffJ kr.rnh.k ina n , J ..IW, wilayah, n in ek ke ulitan geografis setiap desa .

An 2 21; ial ka ikan

fA U\flP" "/11 fll

HAf' fJ

~ alah rek ning
luruh

K,'( tIllY, 1":1', J",. 1;"', t;4,lt r Jldf It

rl ,,;'n'l} 1(1 I I If'. I'

I~t t , f , III J. U J 1)1, I' I d:., J
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Pasal9

Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaterr/ Kota, dihitung
dengan menggunakan rumus :

DD Kab/Kota :;:ADKab/Kota + AAKab/Kota + AKKab/Kota + AFKab/Kota

Keterangan :

DD Kabj'kota = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ kota

ADKab /Kota= Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten/ Kota

AAKab/ Kota = AIokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/ Kota

AKKab/Kota= Alokasi Kinerja Setiap Daerah Kabupaten/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupateri/ Kota

Pasal S
Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung

sebesar 31% ( tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana desa berdasarkan

Indikator :

a. Jumlah penduduk dengan bobot 20% ( dua puluh persen);

b. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

c. Luas wilayah desa dengan bobot 20% ( dua puluh persen );

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20% ( dua puluh persen );

erbaik.

Pasa17
I i erja terbaik sebagaimana dimaksud dalam paeal 6, berdasarkan

1 tor penilaian :

iteria Utama aitu desa yang tidak menerima alokasi afirmasi . dan

it ria Kinerja berdasarkan variable:

1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20 % ( dua puluh persen );

2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen);

3. Capaian Keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);

4. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima
persen);

p

n ) riJ ml d

m rupakan

N j n yang
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Pasal 11

(1) Besaran AlokasiAfirmasi setiap Daerah Kabupaterr/ Kota sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus :

AAkab/Kota= (AADSTx DSTKab/Kota) -I- (AADTx DTKab/Kota)

Keterangan :

AAkab / Kota = AlokasiAfirmasisetiap Daerah/Kabupaten

AADST = besaran AlokasiAfirmasiuntuk Desa Sangat Tertinggal yang
memelikijumlah penduduk miskin tinggi

DSTKab/Kota = jumlah Desa Sangat Tertinggalyang memilikijumlah

penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten Zkota

AADT x: besaran AlokasiAfirmasiuntuk Desa Tertinggal yang m miliki
jumlah penduduk miskin tinggi

DTKab/kota = jumlah Desa Tertinggalyang memilikijumlah penduduk

miskin tinggi di Daerah Kabupaten/Kota.

jiwa;

(2) a ar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a

ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud
dalarn pasa13, dengan ketentuan :

a. Rp 481.573.000 ( empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh

puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan
100 ( seratus )jiwa;

b. Rp 561.574.000 ( lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 ( seratus satu )

sampai dengan 1000 ( seribu )jiwa;

c. Rp 641.574.000 ( enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) bagi desa dengan jurnlah penduduk 1001 ( seribu satu )
sampai dengan 5000 ( lima ribu )jiwa ;

d. Rp 721.575.000 ( tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5001 ( lima ribu satu )

sampai dengan 10.000 ( sepuluh ribu )jiwa;

e. Rp 801.576.000 ( delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu

rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 ( sepuluh ribu )

a.

(1) B saran 10

dihitung

b

Pa 110

r eti p Da r h sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

a menjumlahkan Alokasi Dasar setiap desa di Daerah
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Jumlah Desa AK = Jurnlah desa penerima Alokasi Kinerja

AK Desa = Alokasi Kinerja di setiap desa

(2) Jumlah deea penerima AlokasiKinerja setiap daerah Kabupaten/ Kota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dihitung dengan ketentuan :

a. Daerah Kabupateri/ Kota dengan jumlah desa antara 0 (nol) sampai

dengan 100 ( seratus ) desa, jurnlah desa penerima alokasi kinerja

sebanyak 11% ( sebelas persen ) dari jumlah desa;

b. Daerah Kabupaterr/ Kota dengan jurnlah desa antara 101 (seratus satu)

sampai dengan 400 ( empat ratus ) desa, jumlah desa penerima alokasi

kinerja sebanyak 10% {sepuluh persen ] darijumlah Desa; dan

c. Daerah Kabupaterr/ Kota dengan jumlah desa antara lebih dari 400

( empat ratus ) desa, jumlah desa penerima alokasi kinerja sebanyak 9%

( sembilan persen ) dari jurnlah Desa;

= AlokasiKinerj a setiap Daerah Kab / kotaAKKab/Kota

Pasal13
{I) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7, dihitung dengan menggunkan rumus :

AK Kab/ Kota = jumlah Desa AK x AK Desa

Keterangan :

miskin tinggi

= jumlah Desa Tertinggal yang merniliki jumlah penduduk tinggiDT

= Alokasi Afinnasi setiap desa

= Pagu Dana Desa Nasional
= jumlah desa sangat tertinggal yang memilikijumlah penduduk

DD

DST

Pasal 12
Alokasi Afirmasi disetiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan

pasa14 dihitung dengan menggunakan rumus :
AA De a = (0,01 DD)/ ((2 x DST) + ( 1 x DT))
Keterangan :

AA Desa
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Pasal 16

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

= Rasio IKKDaerah Kabupaterr/ Kota terhadap total IRK
daerah Kabupaterr/ Kota yang memiliki desa.

Y4

Y3

Y2

Alokasi Formula di setiap Daerah Kabupatenj Kota

Rasio Jumlah Penduduk desa setiap Daerah Kabupaten/

kota terhadap total penduduk desa Nasional

Rasio angka kemiskinan desa (jumlah penduduk miskin

desa) setiap Daerah Kabupaterr/ Kota terhadap total
penduduk miskin desa Nasional

= Rasio luas wilayah desa setiap Daerah Kabuparen / Kota
terhadap totalluas wilayah desa Nasional

Keterangan :

AFKab/ Kota

YI

Pasal 15
() Besaran Alokasi Formula di setiap Daerah kabupateri/ Kota sebagaimana

dimal sud dalam pasal 8, dihitung dengan menggunakan rumus :

F I ab/I ota = ((0,10 x YI ) + ( 0,40 x Y2 ) + ( 0,20 x Y3 ) + ( 0,30 x Y4 ))

+ (0,31 x DD)

=

a

ana D sa
pai II il P mbangunan Dana Desa

=2
e a=

tl P sak r 1 i
n:

il d n 11 m gu kan rumu s :

VI ) i (0,20 Y2) -I- ( 0125 x Y3 ) + ( 0,35 x Y4 ))

I i1 11

He I'm P I I 7 berda arkan urutan desa
I 14
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(1) P n_aluran Dana Desa dilakukan melalui RKUNke RKD melalui RKUD

dilakukan s t lah Kepala KPPNselaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima

dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah.

(2) Pemindah bukuan dari RKUDke RKDdilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah Dana Desa diterima di RKUDsetelah persyaratan penyaluran
telah dipenubi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara

bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 40% ( empat puluh persen ) dari pagu Dana Desa setiap

desa, dengan rincian :

1. 40% ( empat puluh persen ) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima paling cepat bulan januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTdesa bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu, dan paling

cepat masing-masing bulan berkenaan bulan kedua sampain dengan

bulan kelima.

b. Tahap II 40% ( empat puluh persen ) dari pagu Dana Desa setiap desa,

dengan rincian:

1. 40% ( empat puluh persen ) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi

kebutuhan untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat bulan maret ; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTdesa bulan keenam sampai dengan

bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan

paling cepat masing-masing bulan untuk bulan berkenaan untuk bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap III 20 % ( dua puluh persen ) dari pagu Dana Desa setiap desa,
dengan rincian :

1. 20% ( dua puluh persen ) dari pagu Dana Desa digunakan untuk BLT

desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat
bulan juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLTdesa bulan kesebelas sampai dengan

bulan kedua belas paling cepat bulan Novemberuntuk bulan kesebelas

dan paling cepat akhir bulan Novemberuntuk bulan kedua belas.
10

ABIIl

P LURANDANADESA
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Pasal18

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

Bupati.j WaHKota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a angka 1

berupa:

1. Peraturan Bupatij Walikota mengenai Tata cara pembagian dan

penetapan besarnya rincian Dana Desa di setiap desa;

2. Pe aturan Desa mengenai APBDesa;dan
3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap II eebesar sebagairnana dimaksud dalam pasal 7 aya (3) h ruf b
angka 1, berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan an capaian keluaran Da a Desa Tahun
Angga an lumnya.

ar 60 Y< ( enam pul h persen ) dari pagu Dana Desa setiap
d ngan rincian :

60 Vo ( enam puluh persen ) dati pagu Dana Desa setiap desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan

bulan ketujuh paling cepat bulan januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan Kesatu sampai dengan

bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling

cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai

dengan bulan ketujuh; dan

b. Tahap II sebesar 40% ( empat puluh persen ) dari pagu Dana Desa setiap

desa, dengan rincian :

1. 40% ( empat puluh persen ) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT tahap ke delapan sampai dengan

tahap kedua belas paling cepat bulan maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk ELTdesa bulan kedelapan sampai dengan

bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan

dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan

kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling lambat akhir

bulan Novemberuntuk bulan kedua belas;

dim k d pada a at (1)

M diri dil kuk n lalam 2 (dua)

mtu(ol) Pen ur n
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3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat

BLT desa atau Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga

penerima manfaat BLTdesa: dan

4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di

RKUD antara pemerintah Daerah dan Kepala KPPNyang berasal dari:

a. Sisa ana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan sisa Dana

Desa Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD;
dan

b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2019; dan

c. Tahap III sebesar sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat (3) huruf c

angka 1 beru pa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai

dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen ) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% ( tujuh puluh lima

persen ) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan: dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun anggaran

sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk desa yang berstatus desa Mandiri dilaksanakan

setelah KPAPenyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima

dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar ,dengan

ketentuan:

a. Tahap I sebesar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat ( 4 ) huruf
a angka 1 berupa :

1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan
rincian Dana De a etiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes;dan

3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf b
angka 1beru pa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun
Anggaran sebelumnya.

2. Laporan ali a i p erapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I,

m unj kkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%

( li a puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan

paling sedikit sebesar 35% ( tiga puluh lima persen ) dari Dana Desa

tahap Iyang telah disalurkan' ,
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dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 a_\ t ( )
13

mps b 1bul n1 D(3) Penyaluran Dana Desa tahap III un ul

Pasal 19

(l) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT De a

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima,KepalaDesa memenuhi etentuan:

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a d

menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan r g

berlaku selama 12 ( dua belas) bulan untuk penyaluran Dana D sa ntt
BLTDesa bulan kesatu kepada Bupati.

b.Dana Desa untuk BLTDesa bulan kedua sampai dengan bulan lim

masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa data r alis i j ml
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya 1 epada BupatiJ alil

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLTDe a bane

bulan kesepuluh sebagimana dimaksud dalam pasal 18 a a

bulan disalurkan setelah Kepala Desa data r alisa i jurnl h
manfaat bulan sebelumnya kepada Bup ti.

Laporan Kon ergensi stunting tingkat Desa Tahun gg an sebeh 1

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan eel arga pe erima BL de

atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan tidak terdapat pe erima
manfaat BLTDesa; dan

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana De a di

RKUDantara pemerintah Daerah kepala KPP rang bera al dari :
a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran2015 sampai dengan Tahun ggaran

2018 yang disetor oleh KepalaDesa ke R UD' dan

b. Sisa Dana Desa di RKUDTahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2019;

(3)Dalam hal desa tidak menganggarkan BLTdesa Tahun anggaran 2020 selama

( Sembilan bulan ), selain persyaratan ayat (1) huruf b dan a rat (2) huruf b

penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambah an

dokumen persyaratan berupa Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi krit ria dan
atauJtidak tersdia cukup anggaran perbulannya.
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mernenuhi ketentuan :

a. Persyaratan sebagiaman dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a

menyampaikan data jumlah Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan selama

12 ( dua belas ) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLTDesa bulan
kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan etujuh

masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumn a kepada
Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai

dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLTDesa bulan sebelurnnya kepada Bupati.

(3) Kepala Desa menyampaikan Data Realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

BLTdesa bulan kedua belas untuk desa berstatus desa mandiri kepada Bupati
paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat, merupakan jumlah yang diperoleh dari

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan Kesatu tahun

Pasal 20
(]) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa rnandiri,

kebutuhan BLTDesa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh' Kepala Desa

masing-rna ins bulan disalurl an setelah Kepala Desa menyampaikan data

r alis i1 lu rga pen rima manfaat bulan sebelumnya kcpada Bupati.

(4) r epala De a menyampajkan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

b Ian 1ed 1a belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan
Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf

a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan

jumlah keluarga penerima manfaat BLTDesa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan

Jumlah I elua .ga Pe erima Man faat , Kepala Desa men ampaikan Perubahan

Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga
bulan Desember

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data jumlah penerima manfaat

BLTDesa.



Dipindai dengan CamScanner

15

Pasal 21
(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan

pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring

pengaman sosial, padat karya tunai,pemberdayaan usaha rnikro keeil dan

menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui

Badan Usaha MilikDesa.
(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa

pengembangan desa digital, desa wisata, pengembangan budida a pertanian

peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani,dan perbaikan fasilitas

kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam a at (2) berupa B T
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi da,pak pandemic corona

virus Disease 2019 ( eovid 19)

(6) Penggunaan Dana Desa senagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman

pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana De a.

BABIV

PENGGUNAAN DANA DESA

sebelumn a a au basil p nd .
. ataan jurnlaf keluarga penerima manfaat BLTDesa

tahun her naan.

(5) DIm hal t rdapat Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan
J lah el arga P . .enenma Manfaat BLT Desa,Kepala Desa menyampaikan
peru bahan Peraturan Kepala Desa dimaksud Kepada Bupati paling lambat
minggu ketiga bulan Desember.

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLTDesa.
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LT 0

pada ayat (2L J' pala D m n tapkan Perauran Kepala De mengen a

t rdapat k luarga p nerima m faat BLT De a.
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Pasal 23
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya dari KepalaDesa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b disampaikan paling

lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),

Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada
Bupati.

BABV

PELAPORAN DANA DESA

(11) etentuan m n nai, k it ria,mekani me pendataan penetapan data kelurga

pe rima manf at LT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Oesa

a imaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
eri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi mengenai

Prioritas Penggunaan Dana Desa.
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Pasal26
(1) Dalam hal pernerintah desa tidak menganggarkan BLTDesa selama 12 ( dua

belas ) bulan, Tahun Anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana

Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan

pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat

calon keluarga penerima manfaat BLTDesa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal25
(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9

( Sembilan ) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan

Dana Desa sebesar 50% ( lima puluh persen ) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 202l.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLTDesa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus tidak

terdapat calon kelurga penerima manfaat BLTDesa yang memenuhi kriteria

dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan pada peraturan Kepala Desa yang diketah ui oleh Pemerintah

DaerahjKabupaten
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Pasal27

eraturan Bupati ini mulai berlak pada ngga di undangkar.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengar

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat,
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